
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang 
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat IT Kendari 
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 
Nomor 44, Tambaban Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nornor 3602); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 5954); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pernerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

bahwa untuk melaksanakan Pasal 2 Peraturan Daerah 
Kota Kendari Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kota Kendari, perlu menetapkan Peraruran 
Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisaai, 
Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan 
Kota Kendari: 

Mengingat 

Menimbang 

PROVINS! SULAWESI TENGGARA 

PERATURAN WALIKOTA KENDARI 
NOMOR 4 TAHON 2020 

TENT ANG 
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI 
SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN KOTA KENDARI 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA KENDARI, 

WALIKOTA KENDARI 

: 

l 
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Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan: 
1. Kota adalah Kota Kendari. 
2. Pernerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai 

unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang mernimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
Pemerintah Kata Kendari. 

3. Walikota adalah Walikota Kendari. 
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Kendari. 
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kata Kendari. 
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Kendari. 
7. Aparatur Sipil Negara adalah Aparatur Sipil Negara Kota Kendari, 

Pasal 1 

BAB 1 
KETENTUAN UMUM 

PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, 
SUSUNAN ORGANISASl, TOGAS DAN FUNGSI SERTA 
TATA KERJA DINAS KESEHATAN KOTA KENDARI 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pernerintah Nomor 72 Tahun 2019 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Dacrah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 187); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 
2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2018 tentang 
Pembentukan Prociuk Hukum Daerah [Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 
157); 

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 
2016 tentang Pcdoman Tcknis Pengorganisasian 
Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 1 502); 

8. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 10 Tahun 
2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 
5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan. 
Perangkat Daerah Kata Kendari (Lembaran Daerah 
Kota Kendari Tahun 2019 Nomor 10); 
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(1) Dinas rnerupakan unsur pelaksana urusan pemerintaban yang 
menjadi kewenangan daerah. 

(2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. 

Pasal 5 

Bagian Kesatu 
Kedu:dukan Organisasi 

BAB III 
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI 

(1) Perangkat Daerah diklasifikasi.kan atas Tipe A. 
(2) Penentuan tipe dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berdasarkan hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan urusan 
pemerintahan bidang Kesehatan. 

(3) Penentuan intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 4 

Baglan Ketiga 
Tipe Perangkat Daerah 

Nomenklatur Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, 
adalah Dinas Kesehatan. 

Pasal 3 

Bagian Kedua 
Nomenklatur Perangkat Daerah 

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pcmerintahan bidang 
kesehatan diwadahi dalam bentuk Dinas. 

Pasal 2 

Bagian Kesatu 
Bentuk Perangkat Daerah 

BAB II 
BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE 

PERANGKAT DAERAH 

8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat 
UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang 
melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan 
teknia penunjang tertentu di lingkup Dinas Kesehatan Kota 
Kendari. 

9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang beriai fungsi 
dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang 'berdasarkan 
pada keahlian dan keterampilan tertentu di linglrup Dinas Kesehatan 
Kota Kendari. 

' . . 



Kepala Dinas bertugas mernimpin. rnembina, mengoordinasikan. 
merencanakan, menetapkan kebijakan dan program strategis, tata kerja 
dan pengembangan semua kegiatan di bidang Kesehatan, mengevaluasi 

Pasal 9 

Bagian Kesa.tu 
Kepala Dinas 

BAB IV 
TUGAS DAN FUNGSI 

(1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri dari : 
a. Kepala Dinas; 
b. Sekretariat; 
c. Bidang Kesehatan Masyarakat; 
d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit; 
e. Bidang Pelayanan Kesehatan; 
f. Bidang Sumber Daya Kesehatan; 
g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan 
h. Kelompok Jabatan Fungsional, 

(2) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana d.imaksud pada ayai (1) 
tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini. 

Pasal 8 

Bagjan Kedua 
Susunan Organi&asi 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, 
Dinas rnenyelenggarakan fungsi : 
a. perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan 

dan pengendal.ian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat 
kesehatan dan perbekalan kesehatan rurnah tangga serta surnher 
daya kesehatan: 

b. pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan 
dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat 
kesehatan dan perbekalan kesehatan rurnah tangga sorta sumber 
daya kesehatan; 

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatar; 
masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan 
kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehaian 
rumah tangga serta surnber daya kesehat.an; 

d. pelaksanaan aclministrasi dinas scsuai dcngan lingkup tugasnya; clan 
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan 

tugas dan fungsi Dinas. 

Pasal 7 

Dinas mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan 
pemer.inta.han yang menjadi kewenangan Daerah dan Togas 
Pernbantuan yang diberikan kepada daerah di bidang Kesehatan. 

Pasal 6 



( 1) Sub Bagian Program, In formasi dan Hubungan Masyarakat 
sebagaimana di.maksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, bertugas 
melaksanakan peny:iapan dan koordinasi penyusunan rumusan 
program dan lnformasi serta penatalaksana.an hu bungan 
masyarakat yang menjadi tanggung jawab dinas. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagairnana dimaksud pada ayat (1), 
Sub Bagian Program, Informasi dan Hubungan Masyarakat 
menyelenggarakan fungsi : 
a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran, 

sistem informasi dan hubungan masyarakat; 
b. pelaksanaan pengurnpulan dan kornpilasi data pada setiap 

Fasilitas Pelayanan Kesehatan; 

Pasal 13 

( 1) Sekretariat, terdiri atas : 
a. Sub Bagian Program, lnformasi dan Hubungan Masyarakat; 
b. Sub Bagian Keuangan dan Pengelol.aan Asel; dan 
c. Sub Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Umum 

(2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), d.ipi.mpin oleh 
Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Sekretaris. 

Pasal 12 

Dalam melaksanakan tu gas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 
ayat ( 1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi : 
a. penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi di 

Iingkungan Dinas; 
b. koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberiao duk:ungan administrasi 

di lingkungan Dinas; 
c. pernantauan, evaluasi dan pelaporan tugas administrasi di 

lingkungan Dinas; 
d. pengelolaan aser yang menjadi tanggung jawab Dinas; dan 
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan baik lisan 

maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Pasal 11 

koordinasi pelaksanaan 
kepada seluruh unsur 

(1) Sekretariat bertugas melaksanakan 
pemberian dukungan administrasi 
administrasi di lingkungan Dinas. 

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh 
Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada 
Kepala Dinas. 

Paaal 10 

Bagian Kedua 
Sekretariat 

dan bertanggung jawab atas terlaksananya tu gas dan fungsi Dinas serta 
membina bawahan dalam melaksanakan urusan pemerintahan di 
bidang Kesehatan. 



(1) Sub Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Umurn sebagaimana 
dirnaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, bertugas melaksanakan 
penyiapan dan koordinasi penatalaksanaan hukum, kepegawaian 
dan dukungan administrasi umum yang menjadi tanggung jawab 
dinas. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (l), 
Sub Bagian Hukum, Kepegawaian, clan Urnum menyelenggarakan 
fungsi : 
a. penyusunan rencana program dan kegiatari di lingkup Sub 

Bagian Hukurn, Kepegawaian dan Umum; 
b. penyelenggaraan urusan adrninistrasi umum yang meliputi 

ketatausahaan, surat menyurat, kearsipan dan kepustakaan; 
c. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, rumah 

tangga, kebersihan serta keamanan dan ketertiban kantor: 
d. pelaksanaan koordinasi dalarn penyusunan peraturan 

perundang-undangan dan produk hukum lainnya hidang 
kesehatan; 

e. pelaksanaan fasilitasi urusan penelitian dan pengembangan: 
f. pengolahan data dan inforrnast kepegawaian: 
g. pelaksanaan penyiapan clan pengusulan kenaikan pangkat 

pegawai, gaji berkala, cuti pegawai, pensiun dan pemberian 
penghargaan dan tanda jasa.; 

h. penyelenggaraan urusan pembinaan pegawai dan penegakkan 
disiplin pegawai; 

Pasal 15 

(1) Suh Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aser sebagaimana dimaksud 
dalarn Pasat 12 ayat (1) huruf b, bertugas melaksanakan penyiapan 
dan koordinasi penyelenggaraan urusan keuangan dan pengeJolaan 
aset yang menjadi tanggung jawab dinas. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (l), 
Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset rnenyelenggarakan 
fungsi : 
a. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi penyusunan 

anggaran; 
b. penyiapan bahan dan pelaksanaan pengelolaan administrasi 

keuangan; 
c, pengusulan pejabat pernegang kas serta pejabat penyimpan dan 

pengelola barang; 
d. penyelenggaraan pengelolaan aset dinas; dan 
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan baik Iisan 

maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Pasal 14 

c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Program, 
Informasi dan Hubungan Masyarakat pada setiap Fasilitas 
Pelayanan Kesehatan; 

d. pelaksanaan penyusunan laporan dan informasi kesehatan: 
e. penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Laporan 

Akuntabilitas Kincrja Pemcrintah, Standar Pelayanan Minimal 
dan Standar Operasional Prosedur: dan 

f. pelaksanaan fungsl lain yang diberikan oleh atasan baik Iisan 
maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

•• 



(1) Seksi Kesebatan Keluarga dan Gizi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 18 ayat (1) huruf a, bertugas menyiapkan, merurnuskan dan 
melaksanakan kebijakan operasional, bimbingan teknis, dan 
supervisi. serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang 
kesehatan keluarga dan gizi rnasyarakat. 

Pasal 19 

(1) Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri atas : 
a. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi; 
b. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat; dan 
c. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga. 

(2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala 
Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 
Bidang Kesehatan Masyarakat. 

Pasal 18 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 
ayat ( 1 ), Bidang Kesehatan Masyarakat menyelenggarakan fungsi : 
a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan 

keluarga, g121 masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan 
masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga; 

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan opcrasional di bidang kesehatan 
keluarga, g1z1 masyarakat, prornosi kesehatan, pernberdayaan 
masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga; 

c. pcnyiapan bimbingan tcknis dan supcrvisi di bidang kesehatan 
keluarga. gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan 
rnasyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan otah raga; 

a. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang keseharan keluarga, 
gizi masyarakat, promos! kesehatan, pernberdayaan rnasyarakar, 
kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga; dan 

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan baik lisan 
rnaupun terru !is seauai dengan tugas clan fungsinya. 

Pasal 17 

(1) Bidang Kesehatan Masyarakat bertugas rnenyiapkan, rnerumuskan 
dan melaksanakan kebijakan operasional di bidang kesehatan 
keluarga, gizi rnasyarakat. promosi kesehatan, pemberdayaan 
masyarakat, kesehatan lingkungan, kesebatan kerja dan olah raga, 

(2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 l, dipimpin oleh Kepala 
Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 
Din as. 

Pasal 16 

Bagian Ketiga 
Bidang Kesehatan Masyarakat 

1. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan data 
kepegawaian di Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan 

j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan baik lisan 
maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

· .. 



(1) Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, bertugas menyiapkan, 
merumuskan clan melaksanakan kebljakan operasional, 
bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan 
pelaporan di bidang Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat. 

(2) Dalarn rnelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayar (1), 
Seksi Prornosi dan Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan 
fungsi : 
a. penyusunan program kerja Promosi dan Pemberdayaan 

Masyarakat: 
b. penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan Promosl dan 

Pemberdayaan Masyarakat; 
c. pelaksanaan kegiatan pernbinaan dalam rangka mcningkatkan 

kesadaran, kernauan dan kernampuan masyarakat untuk 
berperilaku hidup sehat; 

d. pclaksanaan pcmbinaan dan pcmbcrdayaan U paya Kesehatan 
Bersurnberdaya Masyara.kat; 

e. pengernbangan media prornosi kesehatan dan penyebarluasan 
informasi kesehatan; 

f. pelaksanaan koordinasi, pembimbingan clan pengendallan teknis 
promosi kesehatan yang dilaksanakan lintas program, lintas 
sektor, masyarakat dan swasta; 

g. pelaksanaan penggalangan kernitraan dengan Iintas sektor dan 
dunia usaha serta kelompok organisasi di bidang kesehatan; 

h. pelaksanaan advokasi dengan pengarnbil kebjjakan di bidang 
kesehacan; 

i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Promosi dan 
Pemberdayaan Masyarakat pada setiap Fasilitas Pelayanan 
Kesehatan; 

j. pelaksanaan pelaporan kegiatan Promosi dan Pemberdayaan 
Masyarakat; dan 

k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan baik lisan 
maupun tertulis sesual dengan togas dan fungsinya. 

Pasal 20 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dirnaksud pada ayat (1), 
Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi menyelenggarakan fungsi : 
a. penyusunan program kerja Kesehatan Keluarga dan Gizi; 
b. penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan pelayanan 

kesehatan keluarga, ibu, anak, dan glzi, serta usia lanjut; 
c. pelaksanaan Pemantauan Wilayah Setempat Kesehatan Tbu dan 

Anak, pemantauan dan pembinaan gizi dan usia lanjut; 
d. pelaksanaan program kesehatan mata, kesehata.n gigi dan mulut, 

kesehatan keluarga, ibu, anak, gizi dan usia lanjut; 
e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Kesehatan 

Keluarga dan Gizi pada setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan: 
I, pelaksanaan pelaporan kesehatan mata, kesehatan gigi dan 

mulut, kesehatan keluarga, ibu, anak, gizi dan usia lanjut: dan 
g. pelaksanaan fungsi lain yang dibcrikan olch atasan baik lisan 

rnaupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsinya. 



(lJ Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit bertugas 
menyiapkan, rnerurnuskan dan melaksanakan kebijakan operasional 
di bidang surveilans dan irnunisasi, pencegahan dan pengendalian 
penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakir tidak 
menular dan kesehatan jiwa. 

(2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), clipimpin oleh Kepala 
Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 
Dinas. 

Pasal 22 

Bagian Keempat 
Bldang Pencegahan dan Pengendallan Penyakit 

(1) Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga 
sebagaimana dimaksud rlalam Pasal 18 ayat (1) huruf c, bertugas 
menyiapkan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan 
operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, 
evaluasi dan pelaporan di bidang Kesehatan Llngkungan, Kesehatan 
Kerja dan Olah Raga. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagairnana dirnaksud pada ayat (1), 
Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga 
menyelenggarakan fungsi : 
a. penyusunan program kerja kesehatan lingkungan, kesehatan 

kerja dan olahraga; 
b. penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan program 

kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga; 
c. pembinaan dan pengawasan terhadap tempat-ternpat umum, 

tempat pengelolaan rnakanan, Tempat Pcnyimpanan dan 
Pengolahan Pestisida; 

d, perneriksaan laik higiene sanitasi pada rurnah makan, restoran, 
catering, dan depot air minum; 

e. penyelenggaraan Program Kota Sehat: 
r. pernbinaan dan evaluasi program Sanitasi Total Berbasis 

Masyarakat; 
g. pelaksanaan pemhinaan, pengawasan dan evaluasi pengelolaan 

Iimbah medis pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan; 
h. pengawasan, pembinaan dan pengambilan sampel pada sarana 

air beraih dan sarana air minum: 
i. pelaksanaan kegiatan kesehatan olahraga pada kelompok 

masyarakat; 
j. pembentukan dan pembinaan Pos Upaya Kesehatan Kerja; 
k. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan kesehatan 

Iingkungan, kesehatan kerja dan olahraga pada setiap Fasilitas 
Pelayanan Kesehatan; 

l. pelaksanaan pelaporan kegiatan kesehatan lingkungan, 
kesehatan kerja dan olahraga; dan 

m, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan baik lisan 
maupun tertnlis sesuai dengan tu gas dan fungsinya. 

Pasal 21 • 



(1) Seksi Surveilans dan Imunisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
24 ayat (1) huruf a, bertugas rnenyiapkan, merumuskan dan 
melaksanakan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan 
supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pclaporan di bidang 
surveilans dan imunisasi. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Seksi Surveilans dan Imunisasi menyelenggarakanfungsi: 
a. penyusunan program kerja Seksi Surveilans dan lmunisasi; 
b. penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan 

Surveilans dan Imunisasi; 
c_ pelaksanaan kegiatan Surveilans [penyelidikan epidemiologi 

penyakit, penanggulangan kejadian luar biasa penyakit dan 
kedaruratan kesehatan); 

d. pelaksanaan kegiatan irnunisasi, kesehatan ha.ji dankesehatan 
matra lainnya; 

e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Surveilans dan 
Imunlsasi, kesehatan haji dan kesehatan matra lairmya pada 
setiap Unit Pelaksanaan Kesehatan; 

Pasal 25 

( 1) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, terdiri atas : 
a. Seksi Surveilans dan Imunisasi; 
b. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyaki.t Menular: dan 
c. Seksi Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa. 

(2) Seksf sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala 
Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 
Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. 

Pasal 24 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dala:m Pasal 22 
ayat (1), Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 
menyelenggarakan fungsi : 
a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang surveilans 

dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, 
pencegahan dan pengeridalian penyakit tidak menular dan 
kesehatan jiwa; 

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang 
surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian 
penyakit rnenu lar, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak 
menular dan kesehatan jiwa; 

c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang surveilans 
dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, 
pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan 
kesehatan jiwa; 

d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang 
surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian 
penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak 
menu lar dan kesehatan jiwa; clan 

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan baik lisan 
maupun tertulis sesuai dengan tugas dan lungsinya. 

Pasal 23 



( 1) Seksi Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c, bertugas 
menyiapka.n, merumuskan dan melakeanakan aksanaan kebijakan 
opcrasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pernantauan, 
evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian 
penyakit tidak rnenular serta kesehatan jiwa. 

Pasal 27 

(1) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular sebagairnana 
dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, bertugas menyiapkan, 
merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional, bimbingan 
teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di 
bi dang pencegahan dan pengendalian penyakit menular. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Scksi Pencegahan da.n Pe:ngendalian Penyakit Menular 
menyelenggaraka.n fungsi : 
a. penyusunan program kerja Seksi Pencegahan dan 

Pengendalian Penyakit Menular; 
b. penyusu.nan per.unjuk tek:nis penyelenggaraan kegiatan 

pencegaha.n dan pengendalian penyakit merrular; 
c. pelaksanaan kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit 

menu Jar yang bersumber dad binatang; 
d. pelaksanaan kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit 

.menular langsung; 
e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan pencegahan dan 

pengendalia.n penyakit menular pada setiap Fasilitas Pelayanan 
Kesehatan; 

f. pelaksanaan pernantauan jentik berkala pada masyarakat dan 
sekolah; 

g. pelaksanaan pelaporan kegiatan pencegahan dan pengendalian 
penyakit menular; 

b. pcngoordinasian dengan Iintas program dan lintas sektor terkait 
dengan penyelenggaraan pencegahan clan pengendalian penyakit 
menular; 

1. pelaksanaan dan pembinaan admintstrasl pencegahan dan 
pengendalian penyakit menular; dan 

j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan baik lisan 
maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fu.ngsinya. 

Pasal 2-6 

f. pelaksanaan pelaporan. kegiatan Surveilans dan Imunisasi, 
kesehatan haji dan kesehatan matra lainnya; 

g. pengoordinasian dengan lintas program dan lintas scktor terkait 
dengan penyelenggaraan Surveilans dan lmunisasi, kesehatan 
haji dan. kesehatan rnatra lainnya; 

h. pelaksanaan dan pembinaan adrnmistrasi Surveilans dan 
Imunisaai, kesehatan haji dan kesehatan matra Jainnya; dan 

i. pelaksanaan fu.ngsi lain ya.ng diberikan oleh atasan baik lisan 
rnaupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsinya. 



Dalam melaksana.kan rugas sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 28 
ayat (l), Bidang Pelayanan Kesehatan menyelenggarakan fungsi: 
a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di biclang pelayanan 

kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan ter:masuk 
peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional; 

b. pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan 
primer dan pelayanan kesehatan rujukan. termasuk peningkatan 
mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional; 

c pelaksanaan bimbingan tek.n.is dan supervisi di bidang pelayanan 
kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk 
peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisiorial; 

Pasal 29 

(1) Bidang Pelayanan Kesehatan bertugas menyiapkan, merumuskan 
dan melaksa.nakan kebijakan operasionaJ di bidang pelayanan 
keschatan primer dan pclayanan kesehatan rujukan terrnasuk 
peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional. 

{2) Bidang sebagairnana dimaksud pada ayat (1), ctipimpin oleh Kepala 
Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 
Dinas. 

Pasal 28 

Bagian Kelima 
Bidang Pelayanan Kesehatan 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (l), 
Seksi Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa 
menyelengga.rakan fungsi : 
a. penyusunan program kerja Seksi Pencegahan dan 

Pengendalian Penyakir Tidak Menular serta Kesehatan Jiwa; 
b, penyusurian petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan 

pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular serta 
kesehatan jiwa; 

c. pelaksanaan kegiatan pengendalian dan penatalaksanaan 
Penyakit Tidak Menular (gangguan imunologi, jantung dan 
pernbuluh darah, kank.er dan kelainan darah, Diabetes Mellitus 
dan gangguan metabolic, gangguan indra dan fungsional, 
penyakit gigi dan mulut, kesehatan jiwa, penyalahgunaan 
Narkotika psikotropika dan zat adiktif lainnya, serta 
.keselamatan berlalu lintas; 

cl. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan pencegahan dan 
pengendalian penyakit tidak menular serta kesehatan jiwa pada 
setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan; 

e. pelaksanaan pelaporan kegiatan pencegaban dan pengendalian 
pcnyakit tidak mcnular serta kesehatan jiwa; 

f. pengoordinasian dengan lintas program dan lintas sektor t.erkait 
dengan penyelenggaraan pencegahan dan pengendalian penyakit 
tidak menular serta kesehatan jiwa; 

g. pelaksanaan dan pemhinaan adminisrrasl pencegahan dan 
pengendal.ia.n penyakil tidak menu Jar serta kesehatan jiwa; dan 

b. pelaksanaan fungsi lain yang dlberi.kan oleh atasan baik lisan 
maupun tertulis sesuai dengan rugas dan fungsinya. 



(1) Seksi Pelayanan Kesehatan Primer sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 30 ayat (1) huruf a, bertugas menyiapkan, merumuskan dan 
melaksanakan kebijakan operasional, himbingan teknis dan 
supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta peningkatan 
mutu Fasilitas Pelayanan Kesehatan di bidang pelayanan kesehatan 
primer. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Seksi Pelayanan Kesehatan Primer menyelenggarakan 
fungsi: 
a. penyusunan program kerja Pelayanan Kesehatan Primer; 
b. penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan 

pelayanan kesehatan primer; 
c. pelaksanaan koordinasi dengan lintas scktor dalam 

rangka sinkronisaai pelaksanaan program pelayanan kesehatan 
primer; 

d. pelaksanaan upaya kcschatan dasar bagi masyarakat peserta 
Jaminan Kesehatan Nasional; 

e. pelaksanaan Iasilitasi dan monitoring mutu pelayanan kesehatan 
di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama; 

f. pernberian rekomendasi izin sarana pelayanan kesehatan primer; 
g. pelaksanaan pernbinaan dalam upaya peningkatan kinerja 

Fasilitas Pelayanan Kesehatan: 
h. pelaksanaan monitoring clan evaluasi pelaksanaan Program 

lndonesia Sehai dengan Pendekatan Keluarga; 
t. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan pelaya.nan 

kesehatan primer pada setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan; 
J. pelaksanaan pelaporan kegiatan pelayanan kesehatan primer; 

dan 
k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan baik lisan 

maupun tertulis sesuai dengan tugas <lan fungsinya. 

Pasal 31 

(l) Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri atas : 
a. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer; 
b. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan; dan 
c. Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional 

(2) Seksi sebagaimana climaksud pada ayat (l), dipimpin oleh Kepala 
Seksi yang berada di bawab dan bertanggung jawab kepada Kepala 
Bidang Pelayanan Kesehatan. 

Pasal 30 

baik lisan 

pelayanan 
rujukan 

kesehatan 

di bidang 
kesehatan 

d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan 
kesehatan primer dan pelayanan 
tcrmasuk pcningkatan mutunya, serta pelayanan 
tradisional; dan 

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan 
maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

, 



kesehatan pelayanan 

pelayanan 
Pelayanan 

kegiatan 
Fasilitas 

evaluasi 
setiap 

(1) Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional sebagaimana dirnaksud 
dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c, bert.ugas menyiapkan, 
merumuskan dan melaksana.kan kebijakan operasional, bimbingan 
teknis dan supervisi, serta pernantauan, evaluasi dan pelaporan di 
bidang pelayanan kcsehatan tradisional. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 l, 
Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional menyelenggara.kan fungsi : 
a. penyusunan program kerja Pelayanan Kesehatan Tradisional; 
b. penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan 

pelayanan kesehatan tradisional; 
c. pelaksanaan kocrdinasi dengan lintas sektor dalam rangka 

sinkronisasi pelaksanaan program pelayanan kesehatan 
tradisional: 

d. pemberian rekomendasi izin sarana pelayanan kesehatan 
tradisional; 

e. pelaksanaan pembinaan dalam upaya peningkatan kinerja 
Fasilitas Pelayanan Kesehatan; 

f. pelaksanaan monitoring dan 
kesehatan traclisional pada 
Kesehatan; 

g. pelaksanaan pelaporan kegiatan 
tradisional; dan 

b. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleb atasan baik lisan 
maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Pasal 33 

(1) Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan scbagai.mana dimaksud dalam 
Pasal 30 ayat (1) huruf b, bertugas menyiapkan, merumuskan dan 
melaksanakan kebijakan operasional, birnbingan teknis dan 
supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta peningkatan 
mutu Fasilitas Pelayanan Kesehatan di bidang pelayanan kesehatan 
ruju.kan. 

(2) Dalam melaksana.kan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan menyelenggarakan fungsi : 
a. penyusunan program kerja Pelayanan Kesehatan Rujukan; 
b. penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan 

pelayanan kesehatan rujukan; 
c. pelaksanaan koordinasi dengan lintas sektor dalam rangka 

sinkronisasi pelaksanaan program pelayanan kesehatan rujukan; 
d. pemberian rekomendasi izin sarana pelayanan kesehatan 

rujukan; 
e. pelaksanaan pernbinaan dalarn upaya peningkatan kinerja 

Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan; 
f. pelaksanaan monitoring mutu pclayanan kesehatan di Fasilitas 

Kesehatan Tingkat Lanjutan; 
g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan pelayanan 

kesehatan rujukan pada setiap Fasilitas Keseharan Tingkat 
Lanjutan; 

h. pelaksanaan pelaporan kegiatan pelayanan kesehatan rujukan; 
dan 

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan baik lisan 
maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Pasal 32 



(1) Seksl Kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) 
huruf a, bertugas menyiapkan, rnerumuskan dan melaksanakan 
kebljakan operasional, birnbingan teknis dan supervisi, serta 
pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan 
kefarmasian. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Seksi Kefarmasian menyelenggarakan fungsi : 
a. penyusunan program kerja Kefarmasian; 
b. penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan 

kefarmasian; 

Pasal 37 

(1) Bidang Sumber Daya Kesehatan, terdiri atas : 
a. Seksi Kefarmasian; 
b. Seksi Alat Kcsehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga; 

dan 
c. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan 

(2) Scksi sebagaimana d.ima.ksud pada ayat (1). dipimpin oleb Kepala 
Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 
l:!idang Sumber Daya Kesehatan. 

Pasal 36 

Dalarn melaksanakan tugas sebagaimana climaksud dalam Pasal 34 
ayat (1), Bidang Sumber Daya Kesehatan menyelenggarakan fungsi : 
a. penyi.apa.n perumusan kebijakan operasional di bidang kefa.rmasian, 

alat kesebatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta 
sumbcr daya manusia kcsehatan; 

b. penyiapan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat 
kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta sumber 
daya manusia kesehatan; 

c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kefarrnasian, 
alat kesehacan dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta 
surnber daya manusia kesehatan: 

d. pernantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kefarmasian, alat 
kesehatan dan perbekalan kesehatan r.umah tangga serta sumber 
daya manusia kesehatan; dan 

e. pela.ksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan bai.k lisan 
maupun tertulis sesuai dengan tugas dan Iungsinya. 

Pasal 35 

(1) Bidang Sumber Daya Kesehatan bertugas rnenyiapkan, 
merurnuskan dan melaksanakan kebijakan operasional di bidang 
kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah 
tangga serta sumber daya manusia kesehatan. 

(2) Ridang sebagaimana dimaksud pada ayat (11, dipimpin oleh Kepala 
Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala 
Dinas. 

Pasal 34 

Bagian Keenam 
Bldang Sumber Daya Kesehatan 



(l) Se.ksi Sumber Daya Manusia Kesehatan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c, bertugas menyiapkan, merumuskan 
clan rnelaksanakan kebijakan operasional, birnbingan teknis dan 
supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang 
su.mber day a rnanusia kesehatan, 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan menyelengga:rakan fungsi: 
a. penyusunan program kerja Sumber Daya Manusia Kesehatan; 
b. penyusunan petunjuk teknis pengelolaan Sumber Daya Manusia 

Kesehatan; 

Pasal 39 

(1) Seksi Alat Kesehatan daD Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga 
sebagairnana dimaksud dalam Pasal 36 ayal (1) huruf b, bertugas 
menyiapkan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan 
operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, 
evaluasi dan pelaporan di bidang alat kesehatan dan Perbekalan 
Kesehatan Rurnah Tangga. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagairnana dimaksud pada ayat (1). 
Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga 
mcnyclcnggarakan fungsi : 
a. penyusunan program kerja Alat Kesehatan dan Perbekalan 

Kesehatan Rumah Tangga; 
b. penyusunan petunjuk teknis penyelengga.raan kegiatan 

pengelolaan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah 
Tangga; 

c. pengawasan terhadap pengelol.aan Alat Kesehatan dan Perbekalan 
Keseharan Rumah Tangga: 

d, pernberian rekomendasi iztn penyalur/toko alat kesehatan, 
sertifikasi sarana produksi makanan dan distribusi sarana 
kesehatan dan alat rumah cangga kelas II, serta Industri Kecil 
Obat Tradisional; 

e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan pengelolaan Alat 
Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rurnah Tangga; 

f. pelaksanaan pelaporan kegiatan pengelolaan Alat Kcsehatan dan 
Perbekalan Kesehalan Rumah Tangga; clan 

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan baik lisan 
rnaupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Pasal 38 

c. pengelolaan farrnasi dan perbekalan kesehatan; 
d. pengawasan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika 

dan zat adiktif lainnya; 
e. pemberian rekornendasi izm industri farmasi. komoditi 

kesehatan, Pedagang Besar Farmasi, Pedagang Besar Farmasi 
Ca bang; 

f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan kefarrnasian: 
g. pelaksanaan pelaporan kegiatan kefarmasian: dan 
h, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan baik lisan 

rnaupun tertulis sesuai dengan tugas clan fungsinya. 



(I) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UP1'D) rnerupakan unsur pclaksanaan 
teknis dinas secara operasional di lapangan. 

(2) Kepala UPTD sebagaimana diinaksud pada ayat (1) berada di bawah 
dan bertanggung jawab kepada Kepala Dina.s. 

(3) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan 
Bagian Tata Usaha dan Jabatan Fungsional yang berada di bawah 
dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD. 

(4) Selain UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), terdapat 
Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari sebagai UPTD bersifat 
khusus. 

(5) Sebagai UPTD bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
Rumah Sakit Umurn Daerah Kota Kendari merniliki otonomi dalam 
pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang 
kepegawaian. 

(6) UfYI'D Rumah Sak.it Umum Daerah Kota Kendari sebagairnana 
dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh D.i.rektur. 

(7) Direktur dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah 
serta bidang kepegawaian sebagaimana dirnaksud pada ayat (5) 
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

(8) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (7) 
dilaksanakan melalui penyarnpaian 1aporan pelaksanaan 
pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang 
kepegawaian Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari. 

(9) Ketentuan mengenai pembentukan dan susunan organiaasi serta 
tu gas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas 
sebaga.i.mana dimaksud pada ayat (1) dan ayat {4) cliatur lebih lanjut 
dengan Peraturan Walikota setelah dikonsultasikan secara tertulis 
kepada Oubernur Sulawesi Tenggara selaku Wa.kU Pemerintah 
Pu sat. 

Pasal 40 

Bagian Ketujuh 
Unit Pelaksana Teknis Dinas 

c. penyusunan rencana dan analisis kebutuhan serta profil Sumber 
Daya Manusia Kesehatan; 

d. pemberian rekomendasi izin Sumber Daya Manusia Kesehatan; 
e. pelaksanaan koordinasi dalam rangka peningkatan kapasitas dan 

pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan; 
f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan pengelolaan 

Sumber Daya Manusia Kesehatan pada setiap Fasllitas Pelayanan 
Kesehatan; 

g. pelaksanaan pelaporan kegiatan pengelolaan Sumber Daya 
Manusia Kesehatan; clan 

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan 
baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tuga.s dan 
fungsinya. 

, • 



Dalam mela.ksanaka.n tugas, Kepala Dinas dibantu oleh Kepala Satuan 
Organisasi bawahannya dan dalarn rangka pemberian bimbinga.n 
kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala. 

Pasal 44 

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris 
Kepala Bidarig dan Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi rnenerapkan 
prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik internal maupun 
antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masing­ 
masing, 

(2) Oalam melaksanakan tugas pimpinan unit organisasi dan 
kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip 
koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan 
rnasing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkup Dinas 
serta dcngan instansi lain di Iuar Dinas sesuai dengan rugas 
rnasing-tnasing. 

(3) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkup Dinas wajib 
melaksanakan pengawasan melekat. 

Paul 43 

BABV 
TATAKERJA 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimaua dimaksud dalam 
Pasal 41, terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara dalam jenjang 
jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai 
bidang keahliannya. 

(2) Kelompok .Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1). dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang 
ditunjuk oleh Walikola dan dalarn melaksanakan tugasnya 
bertanggung jawab kepada Kepala Din as. 

(3) Jumlah -Jabatan Fungeional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. 

(4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (!), 
diatur scsuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, 

Pasal 42 

Kclompok Jabatan Fungsional rnempunyai tugas rnelaksanakan 
sebagian tugas teknis dinas sesuai bidang keahllannya. 

Pasal 41 

Bagian Kedelapan 
Kelompok Jabatan Fungsional 

• 



Pada saat peraturan Walikot.a ini mulai berlaku, bagi pejabat yang saat 
ini sedang menduduki jabatan tetap melaksanakan tugasnya sampai 
dengan penyesuaian jabatan sesuai dengan nomenklatur baru di 
lingkungan Dinas Kesehatan Kota Kendari. 
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BAB VII 
KETENTUAN PERALIHAN 

(1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan 
struktural di lingkungan Dinas, berpedoman pada ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(2) Kepala Dinas diangkat dan diberhenrikan oleh Walikot.a atas usu! 
Sekretaris Daerah. 

(3) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon TI b atau Jabatan Pimpinan 
Tinggi Pratama. 

(4) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi 
diangkat dan diberhentikan oleh Walikot.a atas usu! Kepala Dinas 
melalui Sekretaris Daerah. 

(5) Sekretaris Dinas merupakan jabatan eselon IJT a dan Kepala Bidang 
jabatan eselon ill b dan atau masing-masing pemangku Jabatan 
Administrator. 

(6) Kepala Sub Bagian dan Kepala Scksi rnerupakan jabatan eselon 
[V a atau Jabal.an Pengawas. 

(7) For.masi dan persyaratan jabatan pada Uinas ditetapkan dengan 
Peraturan Walikota, sesuai pedoman yang ditetapkan oleh 
Pemerintah. 
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BAB VI 
KEPANG.KATAN,PENGANGKATAN,ESELONISASIDAN 

PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN 

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing 
pejabat dalam lingkup Dinas dapat mendelegasikan kewenangan 
tertentu kepada pejabat di bawahnya sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku. 
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(1) Dalam hal Kepala Dinas bcrhalangan atau tugas dinas luar daerah, 
Sekretaris rnelaksanakan tugas kepala Dinas sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

(2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana, Kepala Dinas 
dapat rnenunjuk Kepala Bidang yang membidangi tugas instanei 
terseout untuk mewakili Kepala Dinas. 
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Di undangkan di Kendari 
pada tanggal, ;2.1 - \ • 2020 

WALIKOTA KENDARI 
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pada tanggal, '-5 _ l . 2020 
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Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, rnemerintahkan pengundangan 
Peraturan Walikora ini rlengan penempararmya dalarn Rerita Daerah 
Kota Kendari. 
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Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota 
Nomor 74 Tahun 2018 tentang Kedudukan. Susunan Orgartisasi, Togas 
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Kendari (Berita 
Daerah Kota Kendari Tahun 2018 Nomor 74), dicabut dao dinyatakan 
tidak berlaku. 
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BAB VII 
KETENTUAN PENUTUP 

1 

• 
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